
      

 UNIVERSITAS BUNG HATTA 

PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) 

SUMATERA BARAT  DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN 

SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA PADANG 2020-2024 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Sebagai Syarat 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum 

 

 

 

DISUSUN OLEH: 

SITI KHEIRANI LUBNAYYA 

2110012111097 

 

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS BUNG HATTA 

2024/2025 

 

Reg.No.:04/Skripsi/HTN/FH/III-2025 



      

 UNIVERSITAS BUNG HATTA 

 

 

 

 

 

 



      

 UNIVERSITAS BUNG HATTA 

 



ii 

 
UNIVERSITAS BUNG HATTA 

PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) SUMATERA 

BARAT DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA 

ANAK DI KOTA PADANG 2020-2024 

 

Siti Kheirani Lubnayya1, Nurbeti1 

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta 

Email : sitikheirani@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Perlindungan anak diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Data LPA Sumatera Barat menilai kasus kekerasan seksual anak di Padang 2020-

2024 masih tinggi dan perlu penanganan yang serius. Rumusan masalah : 1) 

Bagaimanakah peranan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dalam 

menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang?; 2) Apakah 

kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dalam 

menangani Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang?; 3) 

Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang 

dihadapi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Barat dalam menangani 

Kasus Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Padang? Jenis penelitian hukum 

sosiologis; sumber data diperoleh dari data primer (wawancara) dan data sekunder; 

teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara; analisis data metode 

kualitatif. Hasil penelitian : 1) LPA Sumbar berperan dalam memberi bantuan 

hukum dan dukungan psikologis kepada anak korban kekerasan seksual; 2) Kendala 

yang ditemui oleh LPA Sumbar yaitu kendala internal (kekurangan SDM, fasilitas 

yang minim, dan keterbatasan pendanaan) dan kendala eksternal (lemahnya aparat 

penegak hukum, kondisi masyarakat); 3) Upaya yang dilakukan oleh LPA Sumbar 

yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, bekerja sama dengan UPTD PPA, 

merekrut relawan. 

 

Kata kunci : Kekerasan Seksual, Lembaga Perlindungan Anak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesahjetaraan 

tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan 

hak asasi manusia. Setiap anak berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan 

kehidupannya, serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 1  Jernirs kerkerrasan yang palirng umum dirmasyarakat yairtu kerkerrasan firsirk, 

serperrtir mermukul, mernerndang, mernjambak, merncerkirk, bahkan sampair kerpada 

kerkerrasan serksual. Kerkerrasan serksual adalah kasus ke rkerrasan yang palirng banyak 

mermperngaruhir korban dirantara berberrapa jernirs kerkerrasan dir atas.2 

Mernurut ErCPAT (E rnd Chirld Prosirtutiron I rn Asira Tourirsm) I rnterrnasironal 

kerkerrasan serksual pada anak merrupakan hubungan antara serorang anak derngan 

serorang yang lerbirh tua atau orang derwasa serperrtir orang asirng, saudara kandung,atau 

orang tua dirmana anak terrserbut dirmanfaatakan serbagair serbuah objerk permuas bagir 

                            
1  Nurul Qamar, 2018, Hak Asasi Manusia Dalam Negara  Hukum Demokrarsi, Sinar 

Grarfika, Jakarta, hlm 101. 
2  Yogar Arndrears dkk, Marnarrart 2021, Perarn Dinars Pemberdaryararn Perempuarn Darn 

Perlindungarn Arnark Darlarm Menarngarni Korbarn Kekerarsarn Seksuarl Pardar Arnark di Kotar Kotarmobargu, 

Jurnarl Governarnarnce, Vol.1 No.1, hlm 2.  
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kerbutuhan serksual perlaku. Perrbuatan irnir dirlakukan derngan mernggunakan paksaan, 

ancaman, suap, tirpuan, atau terkananr.3 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

Menjadi Undang-Undang menyatakan Kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 

ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi 

penerus masa depan bangsa dan negara. Kekerasan seksual terhadap anak semakin 

meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, 

merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa 

kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. 

Anak merrupakan asert bangsa dan nergara yang harus dirlirndungir hak dan 

kerwajirban nya.  Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Rerpublirk I rndonersira Nomor 39 

Tahun 1999 terntang Hak Asasir Manusira mernyatakan bahwa anak adalah se rtirap 

manusira yang berrusira dir bawah 18 (derlapan berlas) tahun dan berlum mernirkah. 

Dalam konterks irnir, anak dirbagir mernjadir dua katergorir yaknir anak usira dirnir (0-6 

tahun) dan anak usira serkolah. Serbagiran bersar korban tirndak kerkerrasan serksual pada 

anak berrada dir rerntang usira 5-11 tahun. Faktor yang me rnjadir pernyerbab kerkerrasan 

serksual pada anak yairtu anak berlum mermirlirkir kondirsir yang berlum matang, bairk 

sercara firsirk, merntal, maupun sosiral, serhirngga merrerka lerbirh rerntan terrhadap tirndak 

kerkerrasan.4 

 

                            
3 Nurfarzryarnar & Mirarwarti, 2022, Darmpark Psikologis Kekerarsarn Seksuarl Pardar Arnark, UNES 

Journarl Of Sociarl Arnd Economics, Vol.7 No.2, hlm 37. 
4 Pribowo dkk, 2023,  Kondisi Psikososiarl Arnark Korbarn Tindark Kekerarsarn Seksuarl (Studi 

Karsus) Di Dinars Sosiarl Karbuparten Cirebon, Jurnarl Ilmiarh Reharbilitarsi Sosiarl, Vol.5 No.1, hlm 4. 
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Simfoni Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, 

sepanjang 2024 ada 14.193 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. 

Dengan kasus kekerasan seksual menempati angka tertinggi dari jumlah tersebut 

yaitu sebanyak 8.674 kasus.5  

Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di daerah-

daerah, salah satu nya di Kota Padang. Kota Padang merrupakan daerrah tirngkat 

kerkerrasan terrtirnggir kerdua dir Sumaterra Barat, derngan kasus kerkerrasan serksual pada 

anak yang berrvarirasir darir tahun 2020 hirngga tahun 2024. Berrirkut adalah data 

kerkerrasan seksual pada anak dir Kota Padang dalam be rberrapa tahun terrakhirr : 

Tabel 1. 

Data Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Padang 

 Tahun 2020-2024 

No Tahun Jumlah 

1. 2020 66 

2. 2021 53 

3. 2022 54 

4. 2023 36 

5. 2024 56 

                                        Sumberr : LPA Sumatera Barat 2024 

 

 

                            
5 Eka Rimawati, 2024, 8.674 Anak Di Indonesia Alami Kekerasan Seksual Sepanjang 2024, 

https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7651237/8-674-anak-di-indonesia-alami-

kekerasan-seksual-sepanjang-2024, diakses pada tanggal 14 Januari 2025 pukul 22.00 WIB. 

https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7651237/8-674-anak-di-indonesia-alami-kekerasan-seksual-sepanjang-2024
https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7651237/8-674-anak-di-indonesia-alami-kekerasan-seksual-sepanjang-2024
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Pada tabel 1 menunjukkan, secara menyeluruh jumlah kasus kekerasan 

seksual pada anak di Kota Padang mengalami peningkatan dan penurunan secara 

berturut-turut. Pada tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi penurunan  dari 66 kasus 

menjadi 53 kasus, lalu penurunan juga terjadi pada tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu  

dari 54 kasus menjadi 36 kasus. Untuk peningkatan terjadi di tahun 2021 (53 kasus) 

ke tahun 2022 (54 kasus), dan di tahun 2023 (36 kasus) ke tahun 2024 (56 kasus). 

Hal ini tentu menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan 

yang sangat rawan di masyarakat. Dengan tingginya angka kasus kekerasan seksual 

pada anak di Kota Padang menunjukkan bahwa untuk mengatasi permasalahan ini 

diperlukan perhatian yang serius. Sehingga data ini penting untuk dijadikan dasar 

dalam kebijakan perlindungan anak dan upaya pencegahan kekerasan seksual pada 

anak di Kota Padang. 

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung 

jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Meskipun Undang-Undang 

sudah secara jelas mengatur mengenai perlindungan kepada anak korban kekerasan 

seksual, namun implementasi dari Undang-Undang tersebut belum terlaksana 

secara efektif.  

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 

81/HUK/1997/ Tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak menyatakan 

dalam rangka meningkatkan upaya pemenuhan hak-hak anak Indonesia baik yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat, dipandang perlu membentuk 



5 

 

 

 
UNIVERSITAS BUNG HATTA 

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia baik di tingkat Pusat maupun tingkat 

Daerah. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) adalah Lembaga Swadaya 

Masyarakat yang memiliki mitra Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di tingkat 

daerah, dan bekerja untuk melindungi anak di Indonesia khususnya yang berasal 

dari keluarga yang kurang mampu. Untuk Provinsi Sumatera Barat, penguatan 

kepengurusan LPA saat ini diperkuat dengan Keputusan Dewan Pengurus Lembaga 

Perlindungan Anak Indonesia Nomor 002/lpa-indonesia/A/II/2021 tentang 

Pengukuhan Susunan Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi 

Sumatera Barat Periode Tahun 2021-2026. 

Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat 

Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan : “ Pemenuhan Hak Anak diluar Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf b menjadi tanggung 

jawab lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak.” Sebagai 

bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak anak, Mitra LPAI di 

daerah Sumatera Barat yang dikenal dengan sebutan Lembaga Perlindungan Anak 

(LPA) Sumatera Barat, memiliki peranan untuk menangani dan memberikan 

perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota 

Padang.  

Anak- anak yang terkena kekerasan seksual dapat mengalami trauma, oleh 

karena itu anak-anak yang terkena kekerasan seksual harus mendapatkan 

perlindungan agar mereka merasa aman dan tidak akan mengalami trauma yang 

sama lagi. Selain itu anak korban kekerasan seksual harus secepatnya memperoleh 
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penanganan yang baik, baik secara medis maupun psikis, jangan sampai proses 

pencarian keadilan malah menyebabkan trauma yang berkelanjutan.6 

Berrdasarkan urairan di ratas, pernulirs telah merlakukan pernerlirtiran yang 

berrjudul “PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) 

SUMATERA BARAT DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN 

SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA PADANG”. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagairmanakah Perranan Lermbaga Perrlirndungan Anak (LPA) Sumate rra 

Barat dalam mernanganir Kasus Kerkerrasan Serksual pada Anak dir Kota 

Padang? 

2. Apakah kerndala yang dirhadapir Lermbaga Perrlirndungan (LPA) Sumate rra 

Barat dalam mernanganir Kasus Kerkerrasan Serksual pada Anak dir Kota 

Padang? 

3. Bagairmanakah upaya -upaya yang dirlakukan untuk me rngatasir kerndala 

yang dirhadapir Lermbaga Perrlirndungan Anak (LPA) Sumate rra Barat dalam 

mernanganir Kasus Kerkerrasan Serksual pada Anak dir Kota Padang? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mernganalirsa Perranan Lermbaga Perrlirndungan Anak (LPA) 

Sumaterra Barat dalam me rnanganir Kasus Kerkerrasan Serksual pada Anak dir 

Kota Padang. 

                            
6 Rajali Capah & Rahul Ardian Fikri, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai 

Korban Kekerasan Seksual, Journal Of Social Science Research , Vol.3 No.4, hlm 4. 
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2. Untuk mernganalirsa kerndala yang dirhadapir Lermbaga Perrlirndungan Anak 

(LPA) Sumaterra Barat dalam mernanganir Kasus Kerkerrasan Serksual pada 

Anak dir Kota Padang. 

3. Untuk mernganalirsa upaya -upaya yang dirlakukan untuk merngatasir kerndala 

yang dirhadapir Lermbaga Perrlirndungan Anak (LPA) Sumate rra Barat dalam 

mernanganir Kasus Kerkerrasan Serksual pada Anak dir Kota Padang. 

D. Metode Penelitian  

1. Jernirs Pernerlirtiran  

Jernirs pernerlirtiran irnir adalah pernerlirtiran Hukum Sosirologirs. Pernerlirtiran 

Hukum Sosirologirs juga dirkernal derngan serbutan pernerlirtiran lapangan. 

Pernerlirtiran Hukum Sosirologirs  yairtu pernerlirtiran yang dirdasarir olerh data prirmerr. 

7 

2. Sumberr Data 

a. Data Prirmerr 

Data prirmerr adalah data yang be rrsumberr langsung darir masyarakat 

merlaluir pernerlirtiran dan wawancara dir lapangan. 8  Sumberr irnformasi r 

dirdapatkan darir lapangan sercara langsung merlaluir wawancara derngan Kertua 

Lermbaga Perrlirndungan Anak (LPA) Sumate rra Barat. 

b. Data Serkunderr 

Data serkunderr adalah data yang dirperrolerh darir kerpustakaan, data irnir 

merlirputir buku-buku, dokumern rersmir darir permerrirntah, data arsirp, 

                            
7 Mariyestarti, 2022, Metode Penelitiarn Hukum, LPPM Universitars Bung Harttar, Pardarng, hlm 

23. 
8 Ibid, hlm 56. 
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yurirsprudernsir Mahkamah Agung dan se rbagairnya.9  Sumberr data serkunderr 

darir pernerlirtiran irnir adalah :  

1) Bahan Hukum Prirmerr : 

a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terntang Hak Asasi r 

Manusira; 

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terntang 

Perrlirndungan Anak; 

c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terntang Perrubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 terntang 

Perrlirndungan Anak; 

d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 terntang Pernertapan 

Perraturan Permerrirntah Pernggantir Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2016 terntang Perrubahan Kerdua atas Undang-Undang  

Nomor 23 Tahun 2002 Terntang Perrlirndungan Anak Mernjadir 

Undang-Undang; 

e) Perraturan Daerrah Propirnsir Sumaterra Barat Nomor 7 Tahun 

2021 terntang Pernye rlernggaraan Urusan Permerrirntahan Birdang 

Permberrdayaan Perrermpuan dan Perrlirndungan Anak. 

2) Bahan Hukum Serkunderr 

Bahan hukum serkunderr yairtu bahan hukum yang 

mermberrirkan pernje rlasan merngernair bahan hukum prirmerr, 

mirsalnya rancangan Undang-Undang, hasirl hasirl pernerlirtiran, dan 

                            
9Ibid, hlm 19. 
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hasirl karya darir kalangan hukum merngernair kerkerrasan serksual 

pada anak. 

3) Bahan Hukum Terrsirerr 

Bahan hukum terrsirerr yairtu bahan hukum yang 

mermberrirkan pertunjuk atau pernjerlasan merngernair bahan hukum 

prirmerr dan serkunderr, serperrtir Kamus Bersar Bahasa I rndonersira 

dan Kamus Hukum. 10 

3. Terknirk Perngumpulan Data 

a. Studir Dokumern  

Studir dokumern yairtu studir terrhadap dokumern rersmir, perraturan 

perrundang-undangan, dan arsirp terrkairt yang rerlervan derngan 

perrmasalahan yang akan dirterlirtir. 11 Studir dokumern dalam pernerlirtiran irnir 

adalah buku-buku, jurnal, dan perraturan perrundang-undangan merngernair 

hak-hak dan perrlirndungan anak.  

b. Wawancara  

Wawancara adalah prose rs perngumpulan dan mermperrole rh 

kerterrangan derngan merngajukan berberrapa perrtanyaan sambirl berrtatap 

muka antara sir pernanya derngan sir pernjawab (rerspondern). 12  Dalam 

pernerlirtiran irnir, pernerlirtir merwawancarir kertua Lermbaga Perrlirndungan Anak 

(LPA) Sumaterra Barat, yakni Bapak Erry Gusman. 

 

                            
10 Irnar Dwi Septiarni & Mukhtarr Zuhdy, 2020, Penegarkkarn Hukum Pidarnar terhardarp Perbuartarn 

Klitih yarng Disertari Kekerarsarn Wilaryarh Hukum Karbuparten Barntul, Jurnarl IJCLC, Vol.1, No.2, hlm 

111.  
11 Soerjono Soekarnto, 2008, Pengarntarr Penelitiarn Hukum, Universitars Indonesiar, Jarkarrtar, 

hlm 21.   
12Mariyestarti, op cit, hlm 59.  
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4. Analirsirs Data 

Berrdasarkan data yang dirkumpulkan, maka dirlakukan analirsa data 

terrserbut mernggunakan mertoder kualirtatirf. Mertoder pernerlirtiran kualirtatirf yairtu 

mertoder merngumpulkan data irndirvirdu terntang masalah yang akan dirterlirtir, 

mernarirk kersirmpulan dan merngurairkannya dalam be rntuk kalirmat 

derskrirptirf.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
13  Dqlarb, 2022, Mengenarl Teknik Arnarlisis Dartar Deskriptif darlarm Penelitiarn Kuarlitartif, 

https://www.dqlarb.id/mengenarl-teknik-arnarlisis-dartar-deskriptif-darlarm-penelitiarn-kuarlitartif, diarkses 

pardar tarnggarl 13 Oktober 2024 pukul 08.05 WIB.  

https://www.dqlab.id/mengenal-teknik-analisis-data-deskriptif-dalam-penelitian-kualitatif
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